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ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Agustus 2024
Nama : Tias Riski Ramadhan
Nomor Pokok : 193300516129
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN NORMA

“PENYIARAN KABAR BOHONG” DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN MKRI NOMOR 78/PUU-

XX1/2023)
. Jumlah Halaman : X Halaman pengantar, 139 isi skripsi.
Isi Abstrak : Penelitian ini membahas tiga masalah hukum utama

terkait penghapusan pasal-pasal mengenai penyiaran kabar bohong dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait.
Pertama, penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam
menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tentang penyiaran kabar bohong
pada Putusan Nomor 78/PUU-XX1/2023. Kedua, penelitian ini meneliti
alasan normatif di balik pengaturan pemberitahuan bohong dalam KUHP
dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketiga,
penelitian ini menganalisis apakah pembentukan norma pemberitahuan
bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melanggar prinsip
dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
penting karena ambiguitas dalam perumusan hukum pidana dapat
membatasi HAM secara tidak sah. Kasus penghapusan pasal-pasal tersebut,
sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah = Konstitusi, menunjukkan
perlunya peraturan hukum yang jelas dan presisi untuk melindungi HAM.
Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen dari putusan
Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang, serta kajian literatur mengenai
prinsip-prinsip -~ pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pasal-pasal tersebut oleh
hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan prinsip HAM. Alasan pengaturan pemberitahuan
bohong dalam KUHP juga dikaji dari perspektif perlindungan HAM. Selain
itu, ditemukan bahwa pembentukan norma dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 memiliki potensi melanggar prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.
Kata kunci: penghapusan pasal, penyiaran kabar bohong, Hakim, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia,
Daftar Pustaka : 7 Peraturan Perundang-Undangan, 13 Jumlah Buku,
6 Jumlah Jurnal, Dan 4 Jumlah Website.
Dosen Pembimbing : Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.
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ABSTRACT
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Law Study Program
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Thesis Title :JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION

ON “DISSEMINATION OF FALSE
INFORMATION” IN THE INDONESIAN
CRIMINAL CODE (A STUDY OF
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.
78/PUU-XX1/2023)

Total Pages : X Preface page, 139 Undergraduate thesis
Content.
Abstract Content : This research addresses three main legal issues

related to the removal of articles concerning the dissemination of false
information in the Criminal Code (KUHP) and related regulations. First, the
study explores the judges' considerations in removing Articles 14 and 15 of
the KUHP regarding the dissemination of false information in Decision
Number 78/PUU-XX1/2023. Second, it examines the normative reasons
behind the regulation of false information in the KUHP and its impact on
human rights protection. Third, the research analyzes whether the
establishment of false information norms in Law No. 1 of 2023 violates the
principles and foundations. of legislative drafting. This research is
significant because ambiguity.in criminal law formulation can unlawfully
restrict human rights. The case of the removal of these articles, as decided
by the Constitutional Court, highlights the need for clear and precise legal
regulations to protect human rights. The research methods used include
document analysis of Constitutional Court decisions and laws, as well as a
literature review on legislative principles. The findings indicate that the
judges' removal of these articles was based on the consideration that they
contradicted human rights principles. The reasons for the regulation of false
information in the KUHP were also examined from the perspective of
human rights protection. Furthermore, it was found that the establishment
of norms in Law No. 1 of 2023 has the potential to violate the principles of
good legislative drafting.

Keywords: Removal of articles, Dissemination of false information,
Judge(s), Criminal Code (KUHP), Human Rights.

References : 7 Regulations of Legislation, 13 Books,
6 Journals, And 4 Websites.
Supervisor : Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC.
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